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Abstrak: Kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Probolinggo masih menjadi persoalan akibat
fluktuasi harga, kelangkaan pupuk, dan minimnya akses pelatihan. Untuk mengatasinya, Pemerintah
Kabupaten Probolinggo menerbitkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 yang memanfaatkan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) guna meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian
ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Desa Tamansari menggunakan teori
implementasi kebijakan George C. Edward Ill dengan empat indikator: komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan telah berjalan sesuai prosedur, memberikan pelatihan dan bantuan pupuk, serta
meningkatkan kualitas hasil panen. Namun, hambatan masih ditemukan pada pendataan penerima
bantuan, keterbatasan informasi, serta distribusi pupuk yang belum merata. Temuan ini menunjukkan
bahwa meskipun implementasi kebijakan telah berdampak positif, perlu dilakukan penguatan koordi-
nasi dan pendataan digital agar kebijakan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, petani tembakau, DBHCHT, kesejahteraan

Pendahuluan

Pertanian memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di negara

berkembang seperti Indonesia. Sebagai sektor utama yang menyediakan bahan pangan, bahan
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baku industri, serta lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat, pertanian berkontribusi
besar terhadap ketahanan ekonomi dan stabilitas sosial (Sumardi, 2018). Di Indonesia, sektor
ini menjadi tumpuan utama bagi lebih dari 35 juta penduduk yang menjadikannya sebagai mata
pencaharian utama (Emiria Purwandari, 2014). Namun, sektor ini tidak lepas dari berbagai
tantangan, seperti perubahan iklim, keterbatasan teknologi, akses pasar yang lemah, dan regulasi
yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Salah satu komoditas pertanian yang memiliki
nilai ekonomi tinggi adalah tembakau. Komoditas ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi
juga memiliki peran sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, ter-
masuk di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Paryanto, 2021). Kabupaten Probolinggo
dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas, seperti varietas Tambeng dari
Paiton dan Menyono dari Kuripan. Sayangnya, petani tembakau di daerah ini masih menghadapi
berbagai persoalan klasik, mulai dari fluktuasi harga, serangan hama, perubahan cuaca ekstrem,
hingga kelangkaan pupuk subsidi (Mubyarto, 2019). Tekanan ini berdampak langsung pada tingkat
kesejahteraan petani yang cenderung stagnan bahkan menurun. Sebagai bentuk respons kebi-
jakan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengeluarkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022
tentang Kesejahteraan Petani Tembakau. Peraturan ini merupakan implementasi dari kebijakan
yang mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung kese-
jahteraan petani melalui pelatihan, tambahan kuota pupuk, pembangunan gudang penampungan,
dan bantuan asuransi produksi (JDIH BPK Kab Probolinggo, 2025). Implementasi kebijakan ini
mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendorong keberdayaan petani secara berkelan-
jutan. Dalam kerangka teori, penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan
publik. Menurut Edwards Il (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh
komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika satu saja elemen
ini terganggu, efektivitas kebijakan dapat menurun. Selain itu, teori pemberdayaan masyarakat
juga digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kapa-
sitas dan kesejahteraan petani. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran penting
tentang berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dewi Riskawati
(2022), dalam penelitiannya mengenai kebijakan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten
Jeneponto, menemukan bahwa kendala utama dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya
sumber daya dan komunikasi antara pelaksana dan masyarakat. Sementara itu, studi oleh Rizky
Putra (2024) mengenai Program Petani Mandiri di Kabupaten Bojonegoro menekankan pentingnya
kepatuhan birokrasi dan keberlanjutan program agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan
oleh masyarakat. Temuan- temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan sangat
bergantung pada manajemen implementasi yang baik, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme

evaluasi yang berkelanjutan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevalu-
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asi implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 di Desa Tamansari, Kabupaten Probolinggo,
serta menilai sejauh mana kebijakan ini telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan
kesejahteraan petani tembakau. Desa Tamansari dipilih sebagai lokasi penelitian karena meru-
pakan salah satu sentra pertanian tembakau di Kabupaten Probolinggo dan menjadi penerima
langsung manfaat dari kebijakan tersebut. Dengan mengkaji implementasi kebijakan pada level
lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan kebi-

jakan daerah berbasis kebutuhan riil petani.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Petani Tembakau di Indonesia

Analisis kebijakan publik adalah disiplin ilmu yang fundamental untuk memahami bagaimana
keputusan pemerintah dibuat dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Sumaryadi
dan Wahab [3] memberikan landasan teoritis yang kuat, mendefinisikan kebijakan publik sebagai
serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-
masalah sosial. Mereka menekankan bahwa analisis kebijakan tidak hanya melibatkan formulasi
(penyusunan kebijakan) tetapi juga implementasi (pelaksanaan) dan evaluasi (penilaian). Menurut
Winarno [4], proses kebijakan publik adalah siklus dinamis yang dimulai dari identifikasi masalah,
perumusan kebijakan, implementasi, hingga akhirnya evaluasi.

Dunn [5] memperkaya perspektif ini dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, yang men-
empatkan analisis kebijakan sebagai alat sistematis untuk membantu para pembuat keputusan.
Sementara itu, Jones [6] memberikan pengantar klasik tentang studi kebijakan publik, meng-
garisbawahi pentingnya pemahaman terhadap struktur dan proses yang terlibat. Aspek politik
dari kebijakan publik juga menjadi perhatian, di mana Fisher et al. [7] dan Parsons [8] menyoroti
bahwa kebijakan adalah produk dari interaksi antara berbagai aktor, kepentingan, dan kekuatan
politik. Hal ini relevan dengan isu-isu sensitif seperti kebijakan tembakau, di mana terdapat banyak
kepentingan yang saling bersaing.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari kebijakan publik. Badan Pusat Statistik
melalui publikasinya, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia,” memberikan kerangka pen-
gukuran yang komprehensif, mencakup dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. In-
dikator ini dapat digunakan untuk menilai dampak kebijakan terhadap petani tembakau. Meskipun
demikian, Roestam [10] mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi,
tetapi juga melalui pemberdayaan petani itu sendiri, yaitu proses untuk meningkatkan kemandirian
dan kapasitas mereka.

Terkait dengan petani tembakau, penelitian oleh Suryadi dan Handayani [11] dan Sutrisno

dan Widyawati [12] secara spesifik mengkaji dampak kebijakan pemerintah. Mereka menemukan
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bahwa kebijakan yang ada seringkali belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan yang
dihadapi petani, seperti fluktuasi harga dan regulasi yang ketat. Subarsono [2] menguatkan temuan
ini, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan di Jawa Timur, salah satu sentra
tembakau terbesar, masih menghadapi hambatan. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam
meningkatkan daya saing petani juga disorot oleh Wijaya dan Kusuma [13], yang menekankan
perlunya kebijakan yang lebih terfokus pada kondisi lokal.

Kebijakan spesifik seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun
2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tembakau dan Peraturan Gubernur Jawa
Timur No. 29 Tahun 2024 tentang Pembayaran luran Perlindungan Produksi Tembakau, serta
Peraturan Bupati Probolinggo No. 30 Tahun 2022, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk
memberikan jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi petani. Namun, keberhasilan kebijakan
ini sangat bergantung pada analisis stakeholder dan implementasi yang tepat, sebagaimana
yang diungkapkan oleh Nugroho dan Suwarno [14]. Mereka berargumen bahwa pelibatan semua
pihak—pemerintah, petani, industri, dan masyarakat sipil—adalah kunci keberhasilan.

Aspek manajemen sumber daya manusia (SDM) tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan
petani. Meskipun Mangkunegara dan Rivai fokus pada konteks perusahaan, prinsip-
prinsip mereka tentang pengembangan, motivasi, dan kesejahteraan SDM dapat diterapkan pada
konteks petani sebagai subjek kebijakan. Pemberdayaan petani pada dasarnya adalah bentuk
pengembangan SDM non-organisasional. Prasetyo dan Raharjo [17] menunjukkan bahwa pro-
gram kemitraan usaha adalah salah satu strategi efektif untuk memberdayakan petani, yang
sejalan dengan teori manajemen SDM.

Dalam konteks kelembagaan, Korten dan Siy menawarkan studi kasus penting tentang
transformasi birokrasi, yang memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana lembaga pe-
merintah dapat diubah untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk
petani. Ini relevan dengan upaya birokrasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ke-

bijakan perlindungan petani.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami se-
cara mendalam implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani
Tembakau di Desa Tamansari, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dipilih karena mampu
menggambarkan fenomena kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan petani secara kon-
tekstual dan mendalam [19], [20]. Sasaran penelitian mencakup aktor-aktor yang terlibat lang-
sung dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Pemerin-

tah Desa Tamansari, dan para petani tembakau yang menjadi penerima manfaat. Unit analisis

Vol. 03, No. 05, Juni 2025 Page 118



Jurnal Sospoli Integratif Vol 3 No 5

dalam penelitian ini adalah proses implementasi kebijakan itu sendiri, termasuk faktor pendukung,
kendala, dan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan petani. Lokasi penelitian dipusatkan di
Desa Tamansari, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan wilayah dengan
persentase lahan tembakau tertinggi sebesar 78 persen dibanding desa-desa lain di wilayah
kecamatan tersebut [21].

Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu secara sengaja ditentukan
berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam implementasi kebijakan. Informan kunci dalam
penelitian ini meliputi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kepala Bidang Pertanian,
Kepala Desa Tamansari, serta petani tembakau aktif dan tokoh kelompok tani setempat. Data
dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam, observasi lapangan, dan
studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman,
persepsi, dan evaluasi para pelaksana maupun penerima kebijakan. Observasi dilakukan untuk
mengamati secara langsung pelaksanaan program di lapangan, baik di kantor dinas maupun
lahan pertanian petani. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip-arsip resmi
seperti Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022, laporan distribusi pupuk, program pelatihan, dan data
hasil panen.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman,
yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [22]. Data
yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi untuk menyaring informasi
relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi tematik, tabel, dan matriks,
sebelumakhirnya ditarik kesimpulan yang diverifikasi ulang dengan data lainnya secara triangulatif.
Dalam menjelaskan fenomena yang diteliti, digunakan teori implementasi kebijakan dari George
C. Edward lll, yang menekankan empat variabel utama dalam keberhasilan implementasi, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi [3]. Selain itu, konsep
kesejahteraan petani yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada indikator dari Badan
Pusat Statistik [9], yaitu pendapatan hasil pertanian, akses terhadap layanan kesehatan dan gizi,
serta akses terhadap pendidikan [10]. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk
mengukur efektivitas implementasi kebijakan dan sejauh mana kebijakan tersebut berdampak

pada peningkatan kesejahteraan petani tembakau di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang
Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Tamansari Kabupaten Probolinggo berjalan dengan
efektivitas yang relatif baik, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan struktural dan

teknis di lapangan. Temuan utama dianalisis melalui empat indikator implementasi menurut Ed-
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ward lll, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Keempat
indikator tersebut berkontribusi secara sinergis terhadap keberhasilan program, meskipun tidak
luput dari sejumlah kendala yang memerlukan perhatian lanjutan. Pada aspek komunikasi, proses
penyampaian informasi kebijakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo kepada petani
maupun pemerintah desa dapat dikatakan cukup terbuka dan partisipatif. Penyusunan juklak-
juknis pelaksanaan program serta kegiatan sosialisasi kepada petani menjadi bukti adanya upaya
komunikasi yang sistematis. Perangkat Desa Tamansari aktif mendata petani tembakau untuk
memastikan agar kelompok sasaran dapat menerima manfaat seperti pupuk subsidi, pelatihan,
hingga bantuan alat pertanian. Namun, efektivitas komunikasi ini masih sangat bergantung pada
ketersediaan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kondisi ini menyebabkan beberapa
kegiatan sosialisasi tertunda, fasilitas seperti LCD atau ruang pertemuan tidak selalu tersedia,
dan proses diseminasi informasi kepada petani menjadi kurang maksimal. Selain itu, meskipun
konsistensi informasi dijaga melalui acuan dokumen resmi, kejelasan informasi terkait jadwal
bantuan, alokasi pupuk, dan mekanisme pelatihan masih sering membingungkan petani, terutama
mereka yang kurang terpapar teknologi atau memiliki pendidikan rendah. Pada indikator sumber
daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia memegang peranan penting.
Dinas Pertanian memiliki staf pelaksana yang cukup berpengalaman dan bekerja dengan loyalitas
tinggi meskipun minim insentif tambahan. Namun, jumlah staf pelaksana masih dianggap belum
proporsional terhadap beban kerja, apalagi saat masa distribusi bantuan atau penyuluhan tiba. Di
sisi lain, sumber daya manusia dari kelompok petani didominasi oleh lulusan pendidikan dasar,
namun memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pertanian tembakau. Mereka dinilai cukup
terampil dalam budidaya, namun terkadang menghadapi kendala dalam memahami prosedur ad-
ministratif program. Dari aspek informasi, pelaksanaan program masih kurang transparan karena
informasi dari provinsi dan pusat sering kali lambat turun ke daerah. Bahkan, beberapa informasi
teknis tentang bantuan alat pertanian dan distribusi pupuk belum diterima secara utuh oleh
petani. Sumber daya pendukung lainnya, seperti alat pertanian modern dan dana pelengkap
kegiatan pelatihan, juga masih sangat terbatas. Dinas Pertanian mengakui bahwa tidak ada
anggaran khusus untuk menunjang pelaksanaan program ini di tingkat kabupaten, sehingga sering
kali harus bergantung pada inisiatif dan partisipasi petani itu sendiri. Situasi ini mengakibatkan
beberapa kelompok tani harus bekerja ekstra, bahkan memanfaatkan sumber daya pribadi untuk
melaksanakan kegiatan budidaya yang sesuai standar mutu industri. Pada dimensi disposisi
implementor, penelitian menemukan bahwa pelaksana di tingkat lapangan menunjukkan sikap
dan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program. Mereka tetap bekerja meskipun tidak
menerima tambahan honor atau insentif resmi, dan tidak melakukan praktik pungutan liar terhadap

petani. Bahkan, para pelaksana rela lembur untuk menyelesaikan proses pendataan dan admin-
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istrasi bantuan. Sikap responsif ini juga diakui oleh petani yang merasa tidak terbebani secara
finansial dalam proses mendapatkan bantuan. Meski demikian, semangat pelaksana kadang
tidak diimbangi dengan dukungan struktural yang memadai, misalnya dalam hal kepastian jadwal
distribusi bantuan atau SOP teknis pelatihan. Selain itu, masih ditemukan kasus-kasus petani yang
tidak terdata, meskipun memiliki lahan tembakau produktif. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi
implementor memang baik, namun perlu diperkuat dengan sistem pendataan dan pengawasan
yang lebih presisi dan akurat agar keadilan distribusi dapat terjaga. Sementara itu, dari aspek
struktur birokrasi, pelaksanaan program berjalan relatif efisien berkat koordinasi antarlembaga
yang cukup baik dan struktur organisasi yang tidak terlalu kompleks. Dinas Pertanian sebagai
pelaksana utama bekerja sama dengan UPTD kecamatan, kelompok tani, dan perangkat desa
untuk menyalurkan bantuan serta melakukan monitoring. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan
SOP yang sudah disusun, sehingga pelaksanaan program relatif seragam dan terstandarisasi.
Ketua kelompok tani dan pejabat teknis di dinas menyatakan bahwa struktur birokrasi yang ada
cukup responsif dan terbuka terhadap evaluasi dan pelaporan masalah. Prosedur kerja yang
jelas juga membantu meminimalkan tumpang tindih peran dan mempercepat proses pelaksanaan
kebijakan. Namun, di beberapa titik, birokrasi masih menghadapi hambatan administratif, seperti
ketidaksesuaian data petani antara pusat dan desa, serta kurangnya data digitalisasi yang menye-
babkan proses menjadi lambat dan rawan kesalahan input. Secara keseluruhan, implementasi
kebijakan kesejahteraan petani tembakau di Desa Tamansari memberikan hasil yang cukup positif.
Petani mengakui adanya peningkatan kualitas panen karena penggunaan pupuk subsidi dan
pelatihan teknis yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Meski demikian, tantangan besar masih ada,
seperti ketergantungan pada cuaca, fluktuasi harga tembakau, langkanya pupuk di musim tanam,
serta belum meratanya informasi dan bantuan kepada seluruh petani. Oleh karena itu, program ini
dinilai telah berjalan pada jalur yang benar, namun membutuhkan penyempurnaan terutama pada
aspek distribusi informasi, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta peningkatan kapasitas
birokrasi lokal agar kebijakan ini benar-benar berdaya guna bagi peningkatan kesejahteraan petani
secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 tentang Kesejahteraan Petani Tembakau
di Desa Tamansari Kabupaten Probolinggo secara umum menunjukkan capaian yang positif,
meskipun dihadapkan pada sejumlah kendala teknis dan struktural. Dalam perspektif teori imple-
mentasi kebijakan Edward Ill, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh empat variabel
utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Winarno,
2002). Penelitian ini menegaskan bahwa keempat variabel tersebut saling berkaitan dan berpen-
garuh terhadap efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Pertama, dari aspek komunikasi,

kebijakan ini telah menunjukkan adanya upaya penyampaian informasi yang cukup baik dari
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pemerintah daerah kepada masyarakat sasaran. Penyediaan juklak dan juknis serta kegiatan
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan perangkat desa menunjukkan adanya saluran
informasi formal yang berjalan. Namun, efektivitas komunikasi terganggu oleh ketergantungan
pada alokasi dana pusat dan provinsi, yang menyebabkan penundaan pelaksanaan sosialisasi
dan penyampaian informasi teknis kepada petani. Kejelasan informasi mengenai jadwal pelatihan,
distribusi pupuk subsidi, dan kriteria penerima bantuan masih belum optimal. Hal ini mencer-
minkan bahwa meskipun komunikasi secara vertikal telah terbentuk, namun belum sepenuhnya
mencapai komunikasi horizontal yang responsif di tingkat petani. Keterbatasan literasi digital dan
rendahnya tingkat pendidikan formal petani juga menjadi faktor penghambat dalam memahami
substansi program. Kedua, dalam dimensi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun non-
manusia menjadi elemen krusial. Staf pelaksana program dari instansi terkait memiliki kapasitas
yang baik, namun masih terbatas secara jumlah. Di sisi lain, petani tembakau di Desa Tamansari
memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun diimbangi dengan pengalaman bertani
yang tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa kompetensi teknis tidak hanya bersumber dari pen-
didikan formal, tetapi juga dari pengalaman empiris. Kendati demikian, kurangnya informasi tek-
nis, sarana pertanian, dan minimnya anggaran pelaksanaan menjadi hambatan signifikan dalam
mengoptimalkan implementasi kebijakan. Masalah kelangkaan pupuk subsidi dan alat pertanian
yang tidak merata menjadi indikasi belum optimalnya pemenuhan sumber daya non-manusia.
Sebagaimana ditegaskan Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005), tanpa dukungan
sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan cenderung tidak akan maksimal. Ketiga, aspek
disposisi pelaksana atau sikap pelaksana terhadap kebijakan menunjukkan kecenderungan yang
positif. Para pelaksana menunjukkan dedikasi tinggi meskipun tanpa insentif tambahan, serta
menjalankan tugas administrasi dan teknis dengan baik. Tidak adanya praktik pungutan liar dan
pelaporan bantuan yang transparan merupakan indikator adanya integritas dalam pelaksanaan.
Komitmen para pelaksana juga tercermin dari kesediaan mereka untuk mendata ulang petani
yang belum terakomodasi dalam pendataan awal. Namun, loyalitas ini seharusnya mendapat
dukungan kebijakan kelembagaan yang mendorong pemberian penghargaan atau insentif sebagai
bentuk penghormatan terhadap kinerja. Dalam teori Edward Ill, disposisi pelaksana memiliki
peran penting dalam menjembatani kebijakan dan hasil implementasi karena sikap pelaksana
menentukan kualitas interaksi dengan penerima manfaat kebijakan. Keempat, dari sisi struktur
birokrasi, pelaksanaan program berjalan relatif baik karena didukung oleh struktur organisasi
yang sederhana namun fungsional. Pembagian tugas yang jelas antara Dinas Pertanian, UPTD
Kecamatan, kelompok tani, dan pemerintah desa memungkinkan koordinasi berjalan lancar. SOP
(standard operating procedures) telah disusun dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan

yang seragam, yang menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi menurut Ed-
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ward lll. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan dalam kesesuaian data antara pusat
dan desa yang menyebabkan tidak semua petani mendapatkan bantuan secara merata. Sistem
pencatatan manual dan belum terintegrasinya data secara digital menjadi hambatan administratif
yang patut diperbaiki ke depan. Jika dikaitkan dengan tujuan utama kebijakan, yaitu meningkatkan
kesejahteraan petani tembakau, maka implementasi Perbup No. 30 Tahun 2022 telah memberi
dampak yang cukup signifikan. Petani memperoleh pupuk subsidi, akses pelatihan pertanian,
dan informasi teknis yang memperkuat kapasitas produksi. Namun, kesejahteraan petani tidak
hanya ditentukan oleh aspek produksi, tetapi juga oleh stabilitas harga jual, kepastian pasar, dan
perlindungan risiko gagal panen. Dalam hal ini, implementasi program di Desa Tamansari belum
sepenuhnya menyentuh aspek hilir pertanian seperti pemasaran dan perlindungan asuransi. Oleh
karena itu, dibutuhkan strategi pelengkap dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlanju-
tan kesejahteraan petani. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan
kebijakan di lapangan bukan hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kebijakan, melainkan
pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan melalui proses komunikasi yang efektif,
pemenuhan sumber daya yang memadai, dukungan sikap pelaksana yang kuat, serta struktur
birokrasi yang efisien dan adaptif. Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa meskipun telah ada
capaian positif, implementasi Perbup No. 30 Tahun 2022 masih menyisakan sejumlah tantangan
yang perlu dibenahi agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara menyeluruh dan

berkelanjutan.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2022 ten-
tang Kesejahteraan Petani Tembakau di Desa Tamansari, Kabupaten Probolinggo telah berjalan
secara prosedural sesuai dengan indikator dalam teori implementasi kebijakan publik menurut
George C. Edward lll, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana,
dan struktur birokrasi. Komunikasi antara Dinas Pertanian, pemerintah desa, dan petani telah
terjalin cukup baik melalui kegiatan sosialisasi dan penyusunan juklak-juknis. Meskipun demikian,
efektivitas penyampaian informasi masih dipengaruhi oleh ketersediaan dana pusat dan provinsi
serta keterbatasan media dan fasilitas pendukung. Dari aspek sumber daya, pelaksana program
menunjukkan kapasitas teknis yang memadai meskipun jumlah personel terbatas. Sementara
petani, meski memiliki tingkat pendidikan rendah, terbukti mampu mengembangkan pertanian
tembakau secara produktif berkat pengalaman bertani yang panjang. Namun, ketersediaan pupuk
subsidi dan alat pertanian masih belum merata, dan informasi teknis dari pemerintah pusat
belum tersampaikan dengan optimal ke daerah. Sikap dan komitmen pelaksana terhadap ke-

bijakan patut diapresiasi, ditunjukkan oleh kesungguhan mereka dalam mendata ulang petani
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yang belum terakomodasi, serta pelaksanaan program yang bebas dari pungutan liar. Struktur
birokrasi yang relatif sederhana dan terkoordinasi secara hierarkis turut mendukung efisiensi
implementasi program di lapangan. Secara substantif, implementasi kebijakan ini telah mem-
berikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani, terbukti dengan meningkatnya kualitas
hasil panen tembakau dan bertambahnya pemahaman petani melalui pelatihan. Kendati demikian,
beberapa tantangan masih perlu diselesaikan, seperti langkanya pupuk subsidi, fluktuasi harga
pasar, dan masih adanya petani yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Oleh karena
itu, untuk menjawab rumusan masalah penelitian—yakni bagaimana implementasi Perbup No.
30 Tahun 2022 dalam meningkatkan kesejahteraan petani tembakau—dapat disimpulkan bahwa
kebijakan tersebut telah berjalan secara fungsional dan berdampak, tetapi masih membutuhkan
perbaikan dalam aspek distribusi, pendataan, dan keberlanjutan program. Berdasarkan hasil
dan analisis penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Pertama,
pemerintah daerah dan Dinas Pertanian perlu meningkatkan akurasi pendataan petani melalui
sistem informasi berbasis digital agar bantuan lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi pener-
ima ganda atau terlewat. Kedua, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi
pupuk subsidi dan alat pertanian agar tidak disalahgunakan, misalnya dengan dijual kembali oleh
penerima. Ketiga, pemerintah pusat dan provinsi diharapkan lebih responsif dalam menyuplai
informasi teknis dan dana operasional kepada kabupaten, mengingat keterbatasan fiskal di tingkat
daerah menjadi penghambat utama pelaksanaan kebijakan. Keempat, perlu adanya sinergi lintas
sektor, seperti kerja sama dengan lembaga keuangan atau koperasi tani, guna memperkuat
aspek pemasaran hasil panen dan menjamin harga jual tembakau yang kompetitif. Kelima, ke
depan perlu dikembangkan program pendampingan jangka panjang yang tidak hanya berfokus
pada bantuan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani. Terakhir, bagi
peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti aspek efektivitas kebijakan ini dari sisi keberlanjutan
ekonomi rumah tangga petani atau dari perspektif perlindungan sosial seperti asuransi pertanian

dan stabilisasi harga tembakau.
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